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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Figh Sivasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik
Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-
014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa” ini adalah hasil penelitian pustaka
yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Tinjauan Yuridis
Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dan
bagaimana Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang
Kode Perilaku Jaksa.

Data penelitian dihimpun melalui studi pustaka maka sumber utama yang
digunakan adalah buku-buku atau literatur dan media internet yang berkaitan dengan
judul penelitian yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif serta pola pikir
deduktif. Selanjutnya akan disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang
konkrit mengenai Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.
Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, yaitu
figh siyasah.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya Pelanggaran Kode Etik
Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa bahwasannya kode etik penting bagi
profesi hukum. Jaksa yang telah melanggar peraturan kode etik akan diberikan sanksi
berupa tindakan administratif sesuai dengan pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Ditinjau
dalam konteks figh siyasah terhadap pelanggaran kode etik jaksa termasuk dalam
wewenang wilayah al-mazalim yang harus menyelidiki agar menjalankan profesi
dengan adil serta menurunkan jabatan mereka apabila tidak berbuat adil dalam
menjalankan tugas telah merugikan dan melanggar aturan yang ada.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka Komisi Kejaksaan dalam melakukan
tugas mengawasi dan menilai kinerja jaksa untuk lebih cermat dan lebih teliti dalam
memberikan pengawasan terhadap etika perilaku jaksa. Apabila jaksa yang terbukti
melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku jaksa maka
pemberian sanksi terhadap jaksa seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa
penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan
(hukum) yang baik yang disebut dengan istilah nomoi”. Kemudian ide tentang
negara hukum populer pada abad ke- 17 sebagai akibat dari situasi politik di
Eropa yang didominasi oleh absolutisme.!

Konsep negara hukum Indonesia mengikuti pendapat Garry F. Bell dalam
bukunya The New Indonesion Laws Relating to Regional Aunotomy Good
Intentions, Confusing Laws. Seperti dikutip Denny Indrayana: sebagai,
terminologi negara hukum (a nation of law) dalam konteks hukum Indonesia
lebih mendekati konsep hukum kontinental (Rechtstaat) dibandingkan konsep
rule of law di negara-negara Anglo-Saxon.> Sebagai suatu negara hukum, maka
sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan
bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum, artinya
dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara
warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dan negara.

Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-

! Titik Triwulan Tutik, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 61.
2 Ibid., 62.



norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara
dan masyarakat. Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung
norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari
penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga
agar hukum harus ditaati. Hukum dapat berperan baik dan benar ditengah
masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-
kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu diantara
kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.
Kejaksaan Repubik Indonesia secara Yuridis lahir sejak pasca
kemerdekaan yang diputuskan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) 19 Agustus 1945, Kejaksaan Repubik Indonesia terus
mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai
dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Perjalanan panjang
lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan berbagai dinamikanya tentu
merupakan suatu upaya untuk memberikan pelayanan dalam rangka penegakan
hukum di Indonesia secara adil, jujur dan berdasarkan konstitusi. Menurut
ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang
kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan
serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam menjalankan

segala tugasnya Kejaksaan mendasarkan pada fungsi dan wewenangnya, yang



mana telah termuat di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004.!

Kejaksaan adalah institusi dalam pemberantasan kejahatan yang terdepan,
karena terdapat urat nadi hukum ditubuh Kejaksaan. Pada hakekatnya
Kejaksaan adalah hukum yang hidup ditangan Jaksa hukum mengalami
perwujudannya. Tegaknya keadilan, kebenaran dan kesamaan didepan hukum
dapat diwujudkan melalui Kejaksaan Undang-Undang dan tujuan hukum.?

Tugas dan kewajiban Kejaksaan secara normative (das solen) dapat
dikatakan hal yang sempurna, mencakup hal yang luas. Kejaksaan atau
khususnya jaksa mempunyai kedudukan sebagai wakil Negara dalam bidang
Peradilan. Tugas mewakili Negara adalah hal yang sangat penting terutama
kaitannya dengan kewibawaan Negara serta dengan hukum itu sendiri.? Akan
sangat maju dan bersih Peradilan di Indonesia jika tugas dan kewajiban dari
lembaga Kejaksaan itu dilaksanakan dengan baik, dalam artian tetap menjaga
idealisme lembaga Kejaksaan sebagai penegak keadilan walaupun berhadapan
dengan realita kehidupan.

Citra lembaga Kejaksaan dalam kenyataan (das sein) tidak sebaik dan

seindah tugas dan kewajibannya yang sangat ideal. Mafia Peradilan, itulah

! Wahyu Widodo, “Pengawasan Terhadap Jaksa Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (Studi
Putusan Nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut)”
(Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017).

2 Gita Cheryl Barizqi, “Peran Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap Penegakan Kode Etik Jaksa”
(Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

3 As’ad Sungguh, "Etika Profesi”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 9.



istilah yang kini cukup popular dibicarakan dimasyarakat. Bagaimana tidak,
lembaga Kejaksaan yang seharusnya menegakkan hukum justru menggunakan
hukum sebagai lahan usaha. Nilai-nilai keluhuran hukum tidak lagi dijunjung
tinggi.* Dalam menangani suatu kasus dipengadilan tidak jarang para penegak
hukum dalam hal ini hakim, jaksa, dan penasehat hukum bermain mata.
Hukum pun dipermainkan untuk kepentingan mereka sendiri. Masyarakat
yang tidak tahu tentang aturan hukum pun mudah dipermainkan. Sistem
Peradilan menjadi jauh dari asas-asas Peradilan, biaya menjadi membengkak,
waktu lama dan bertele-tele. Dan kurang uang menjadi hukuman panjang.

Sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang,
Jaksa bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan
yang telah memperoleh wewenang lain berdasarkan Undang-Undang serta
kekuatan hukum tetap. Berdasarkan peran tersebut, seorang jaksa dituntut
tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, melainkan juga disiplin hukum
perdata dan tata usaha negara. Peran Jaksa tidak hanya dituntut menguasai
hukum positif yang bersifat umum (/ex generalis) tetapi juga bersifat khusus
(lex specialis) yang banyak lahir akhir-akhir ini.>

Jaksa dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya juga harus selalu

mematuhi kode etik profesinya dalam melakukan setiap tindakannya

4 Ibid.

5 Gita Cheryl Barizqi, “Peran Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap Penegakan Kode Etik Jaksa”
(Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).



sebagaimana aparat penegak hukum lainnya, kode etik profesi Jaksa juga
dikenal dengan sebutan kode perilaku jaksa yang mana telah termuat dalam
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012
Tentang Kode Perilaku Jaksa.®

Peran dan fungsi penegak hukum di samping lembaga peradilan dan
instansi penegak hukum dalam usaha mewujudkan prinsip-prisip negara
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai profesi yang
bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Usaha
memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di
depan hukum yakni melalui jasa hukum yang diberikan dan kepentingan
masyarakat pencari keadilan. Dalam kajian ilmu hukum, terdapat juga norma
lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut
norma etika selain dari norma hukum. Norma etika dirumuskan dalam bentuk
kode etik profesi dari berbagai kelompok profesi. Menurut Shidarta, kode etik
adalah prinsip-prinsip moral yang disusun secara sistematis dan melekat pada
suatu profesi. Oleh karena itu, jika tidak ada kode etik yang sengaja
dikonstruksi secara sitematis suatu profesi tetap dapat berjalan karena prinsip-
prinsip etika tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut.

Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang

¢ Wahyu Widodo, “Pengawasan Terhadap Jaksa Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (Studi
Putusan Nomor: 08/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 1147/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut)”
(Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017).



profesi itu sendiri sudah semakin banyak, disamping itu tuntutan masyarakat
juga makin bertambah komplek. Pada titik seperti inilah organisasi profesi
mendesak untuk dibentuk.”

Kode etik profesi adalah norma yang dirumuskan dan diterima oleh
suatu kelompok profesi, yang menjadi pedoman bagi anggotanya bagaimana
seharusnya bertindak dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata
masyarakat. Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima
oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada
anggota sebagaimana seharusnya. Umumnya memberikan petunjuk-petunjuk
kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Namun demikian
dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu
profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik profesi merupakan produk
dari etika yang diterapkan, dapat diubah, hasil pengaturan diri profesi yang
bersangkutan, berlaku efektif apabila dijiwai dan rumusan norma moral
manusia yang menjadi tolak ukur perilaku anggota kelompok serta menjadi
upaya pencegahan perilaku yang tidak etis bagi anggotanya. Kode etik profesi
diperlukan sebagai sarana kontrol social untuk mencegah campur tangan pihak
lain, mencegah kesalahpahaman dan terjadinya konflik. Fungsi lainnya adalah

menjabarkan kriteria prinsip profesional, sehingga kewajiban profesional

" Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, Nomor. 2,
Vol. 10 (Maret, 2020), 3.



anggota baru, lama dan calon anggota kelompok profesi dapat diketahui
dengan pasti, sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik
kepentingan antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota
kelompok profesi atau anggota masyarakat melalui rumusan kode etik profesi
sebagai kontrol, apakah anggota kelompok profesi memenuhi kewajiban
profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.®

Tujuan kode etik profesi adalah untuk menjaga martabat profesi,
menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan dedikasi
para anggota, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi
profesi, meningkatkan pelayanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai
ikatan yang kuat dan erat serta menentukan baku standarnya sendiri. Selain itu
kode etik juga bertujuan untuk melindungi anggotanya dari persaingan yang
tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai keinginan masyarakat.
Hubungan antar anggota profesi harus mengedepankan sikap etis untuk
menjaga eksistensi dan prospek organisasi, arah yang jelas serta menjaga rasa
kredibilitas sosial bagi organisasi profesi. Kode etik menjalin hubungan yang
kuat antar keanggotaan tanpa campur tangan pihak luar dan melindungi profesi

terhadap penerapan hukum yang dianggap tidak adil.’

8 Ibid., 4.

? Ibid.



Dalam melaksanaan tugas penegakan hukum, aparat penegak hukum
wajib menaati norma-norma penting dalam penegakan hukum, yaitu:
kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran. Selain hal diatas aparat penegak
hukum juga mentaati kode etik. Pengawasan dilakukan, dan sanksi harus
dijatuhkan jika terjadi pelanggaran. Karena kode etik merupakan bagian dari
hukum positif, maka norma penegakan hukum Undang-Undang juga berlaku
pada penerapan kode etik. Namun dalam praktiknya, jika kode etik tidak
dijadikan pedoman pelaksanaan profesi terkadang tidak berjalan dengan baik
bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terkadang mengalami
hambatan atau kendala. Hal semacam ini membutuhkan sarana hukum untuk
menyelesaikannya. Eksistensi hukum menuntut penghormatan dan
pemeliharaan asas-asas hukum. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum
berfungsi melindungi kepentingan masyarakat. Harapan untuk mematuhi
hukum dalam praktik harus berjalan dengan baik. Tolak ukur asas ini dapat
dilihat, jika ada permasalahan dalam pelaksanaan hokum dan etika, sejauh
mana pencari keadilan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam
penyelesaiannya, asas-asas atau prinsip-prinsip yang diatur di dalam kode etik
sering tidak diterapkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan

solusi untuk menciptakan tujuan hukum dan kode etik profesi, yaitu keadilan.'”

19 Tbid.



Berbicara soal keadilan banyak fakta dilapangan yang berbeda, atau dalam
hal ini banyak kasus yang ditangani oleh Kejaksaan yang dimana dalam
prosesnya masih tebang pilih. Seperti dalam kasus jamuan makan siang yang
dilaksanakan pada Jumat, 16 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB sampai
dengan pukul 14.00 WIB oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang
Supriatna dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan Ridwan Ismawanta terhadap terdakwa kasus Djoko Tjandra yaitu Irjen
Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetiaji Utomo. Kedua Jendral polisi
tersebut diduga membuat surat sakti bagi Djoko Tjandra untuk masuk ke
Indonesia dan membantunya melarikan diri kembali. Padahal pada saat itu
pihak tersangka juga sedang melakukan pelimpahan berkas tahap dua yaitu
penyerahan tersangka dan barang bukti kasus suap penghapusan Red Notice
Djoko Tjandra. Irjen Napoleon Bonaparte adalah seorang perwira tinggi Polri
yang menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri, sementara
Brigjen Prasetiaji Utomo menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan
Pengawasan PPNS Bareskim Mabes Polri.!!

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari
Setiyono membenarkan hal tersebut. Itu terjadi saat para tersangka

melimpahkan berkas tahap II. Menurutnya tak ada yang salah dari itu, “Sesuai

! Nanda Perdana Putra, “Geger Jamuan Makan Siang 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Djoko
Tjandra”, dalam https://m.liputan6.com/news/read/4387371/geger-jamuan-makan-siang-2-jenderal-
polisi-tersangka-kasus-djoko-tjandra, diakses pada 27 November 2020.



https://m.liputan6.com/news/read/4387371/geger-jamuan-makan-siang-2-jenderal-polisi-tersangka-kasus-djoko-tjandra
https://m.liputan6.com/news/read/4387371/geger-jamuan-makan-siang-2-jenderal-polisi-tersangka-kasus-djoko-tjandra
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dengan prosedur yang berlaku di Kejaksaan RI. Kepada para tersangka yang
diserahkan diberi jatah makan siang mengingat sudah waktunya makan siang”.
Katanya dalam keterangannya. Meski demikian, ia mengatakan tetap “akan
dilakukan klarifikasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk mengecek
apakah terdapat pelanggar prosedur oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan dan jajarannya terhadap penanganan atau perlakuan tersangka”.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). Boyamin Saiman memberikan
tanggapan terkait perlakuan istimewa kepada tersangka dalam kasus Red
Notice Djoko Tjandra. Boyaimin mengaku sangat meyayangkan sikap dari
Kajari Jakarta Selatan tersebut. Menurut Boyamin, apapun alasannya tidak
semestinya mereka para tersangka justru mendapatkan sambutan ataupun
perlakuan istimewa berupa jamuan makan siang. Atas sikap dari Kajari Jakarta
Selatan, Boyamin meminta supaya bisa dilakukan evaluasi ataupun diganti.
Menurutnya apa yang dilakukan oleh Kajari Jakarta Selatan tidak
menunjukkan suatu keadilan dalam memperlakukan tersangka.!?

Indonesian Corruption Watch (ICW) juga menyoroti kejanggalan dalam
perlakuan terhadap kedua Jendral polisi yang berstatus tersangka dalam kasus
Djoko Tjandra. [Indonesian Corruption Watch (ICW) mempertanyakan
perlakuan terhadap kedua tersangka tersebut oleh Kejaksaan. “Pertanyaan kita

adalah, apakah seorang maling motor, maling ayam, diperlakukan seperti ini.

12 Ibid.
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Kalau tidak, berarti ada perlakuan yang berbeda,” kata Kurnia Ramadhana,
peneliti /ICW. 13

Perihal masalah tersebut adalah adanya ketidak etisan perilaku pihak
Kejaksaan terhadap tersangka. Dimana pihak Kejaksaan sampai ikut
menemani makan siang tersangka. Hal ini tentunya melanggar kode etik Jaksa
yang tertuang pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 5 huruf a yang berbunyi
“menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan
adil”. Pihak Kejaksaan juga telah melanggar Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa pasal
12 Nomor 1 “Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa”.
Karena apapun perbuatan yang dijalankan Jaksa harus sesuai dengan rambu-
rambu yang telah ditetapkan yaitu tentang kode etik Jaksa. Adapun dalil Al
Quran yang dapat digunakan mengenai permasalahan tersebut terdapat dalam

QS. An-Nisa’ Ayat 59 dan An-Nahl Ayat 90.

g2 55 o e a1 515 O3l T sl 3 Al 1 s 1550 (il gl
A S 58T o5l ol ¢ sha 3 K o) a3l L 185358 e 8 8
o9 ji}ﬁt ({).ua;/ A \j

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

13 Mata Najwa, “Dibalik Jamuan Makan Jenderal Tersangka Suap”, dalam https://www.narasi.tv/mata-
najwa/di-balik-jamuan-makan-jenderal-tersangka-suap, diakses pada 27 November 2020.



https://www.narasi.tv/mata-najwa/di-balik-jamuan-makan-jenderal-tersangka-suap
https://www.narasi.tv/mata-najwa/di-balik-jamuan-makan-jenderal-tersangka-suap
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tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”.!4

Ry oLl e s ol 6 (sl s ey Jisdly 3 Al &
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran”.!

Ayat dalam Al-Quran yang secara jelas dan tegas memerintahkan Jaksa
untuk mematuhi dan menjalankan kode etik dengan sebenar-benarnya. Ini
membuktikan bahwa keadilan merupakan salah satu isu penting yang
diperhatikan dalam islam. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus bisa
menyerap pesan-pesan keadilan yang tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai hal
tersebut sebagai sebuah kajian dalam skripsi. Untuk membuat pembahasan
dalam skripsi ini komprehensif, maka penulis menetapkan judul kajian,
“Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012

Tentang Kode Perilaku Jaksa™.

14 Departemen Agama R1, Al-Hikmah: Alquran dan Terjemahnya, An-Nisa’ Ayat 59.
15 Departemen Agama R1, A/-Hikmah: Alquran dan Terjemahnya, An-Nahl Ayat 90.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diajukan, maka dapat diidentifikasi

beberapa masalah yang akan timbul diantarannya:

1. Pelanggaran Kode Etik Jaksa yang dilakukan anggota Jaksa Kejaksaan
Tinggi Negeri Jakarta Selatan.

2. Kewenangan Komisi Kejaksaan yang bertujuan untuk melakukan
pengawasan terhadap Perilaku Jaksa.

3. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012

Tentang Kode Perilaku Jaksa.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah
sebagai berikut:
1. Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa

Dalam Kasus Djoko Tjandra.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka
yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa
Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko
Tjandra?

2. Bagaimana Tinjavan Figh Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa
Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko

Tjandra?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah
dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa
kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari

kajian atau penelitian tersebut.!®

16 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya:
UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.
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Kajian pustaka ini memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang

memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal pelanggaran Kode

Etik Jaksa, antara lain:

1.

“Peran Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap Penegakan Kode Etik
Jaksa”. Skripsi ini ditulis oleh Gita Cheryl Barizqi, Program Studi Ilmu
Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang peran
pengawasan komisi kejaksaan terhadap penegakan kode etik jaksa.
Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini membahas tentang
Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

“Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”.
Jurnal ini ditulis oleh Niru Anita Sinaga, Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta. Dalam jurnal ini
menjelaskan tentang kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi
hukum yang baik. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang
Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

“Analisis Budaya Hukum Dan Dimensi Hukum Jaksa Dan Advokad”
Jurnal ini ditulis oleh Putra Haloman HSB, Dosen Fakultas Syariah Dan

Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Dalam jurnal ini menjelaskan
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tentang analisis budaya hukum dan dimensi hukum jaksa dan advokat.
Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini membahas tentang
Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik

Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa
Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko
Tjandra.

2. Untuk mengetahui analisis Figh Siyasah terhadap Pelanggaran Kode Etik
Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko

Tjandra.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu
Hukum Tata Negara khususnya tentang:

a. Tinjauvan Yuridis Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012
Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko Tjandra.

b. Tinjauan Figh Siyasahterhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko
Tjandra.

2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait Pelanggaran Kode Etik
Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko

Tjandra.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi
kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis
memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini

bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas.
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Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata

kunci daam judul penelitian sebagai berikut:

1. Figh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk
pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum,
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang
sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan
kemashlahatan umat.!”

2. Jaksa adalah “Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang
lain berdasarkan undang-undang”.!8

3. Kode Etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi

dan disusun secara sistematis.!®

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode
Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, merupakan penelitian hukum

normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek

17 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 4.

18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)

19 Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, Nomor. 2,
Vol. 10 (Maret, 2020), 3.
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kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan
perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.
Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam penelitian
hukum itu terdiri atas pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus,
pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual .
Tahap-tahapan seperti berikut:
1. Data yang dikumpulkan
a. Data mengenai Kode Etik Jaksa.
b. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
014/A/JA/11/2012 tentang kode perilaku jaksa.
c. Figh Siyasah yang mencakup Siyasah Dusturiyah dan Wilayat al-
Mazalim.
d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kode Perilaku
Jaksa.
2. Sumber Data.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka

yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.?!Sebagai berikut:

20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 61-67.
2! Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum-Nrmatif dan Empiris (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015), 34.
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a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari
ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan
yang meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

3) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang
Kode Perilaku Jaksa.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-
buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Koran, jurnal, majalah, artikel, internet, dII.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka
diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, Koran dan
internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara
membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan

dengan penelitian.
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4. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik
penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang
tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan
secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki.??

5. Teknik Analisis Data.

Teknik yang digunakan daam menganalisis data pada peneitian ini

adalah deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif
Suatu cara menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga
diperoleh pemahaman secara menyeluruh.

b. Deduktif
Adalah pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan
memaparkan hal-hal yang bersifat umum yaitu tentang Pelanggaran
Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa untuk
kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berkenaan dengan pelanggaran

etika jaksa dalam figh siyasah.

22 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,2007), 14.
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J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami,
maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu membahas mengenai latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber
data, teknik pengumpulan data, teknik analis data lalu dirangkai dengan
sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori-teori konsep Profesi Jaksa dan
Teori Figh Siyasah dan Wilayah al-mazalim.

Bab III Data Penelitian, memuat tentang data hasil penelitian yang telah
dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber hukum yang
berkaitan dengan pengertian Jaksa, Kewenangan Jaksa, pasal-pasal yang
dipersengketakan oleh para jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak, Hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan
Kejaksaan di Indonesia.

Bab IV Analisis Data, berisikan analisis terhadap permasalahan yang
didasarkan pada landasan teori. Pada bab ini nantinya berisikan dua analisis,
yakni pertama, analisis yuridis mengenai permasalahan Pelanggaran Kode Etik
Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-

014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko Tjandra.
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Kedua, Tinjauan fikih siyasah terhadap kewenangan jaksa dalam mengadili
Kasus Djoko Tjandra .

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan
kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan

masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran



BABII
KONSEP PROFESI JAKSA DAN TEORI FIQH SIYASAH WILAYAT AL-
MAZALIM

A. Konsep Profesi Jaksa

1. Definisi Jaksa
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana
putusan pengadian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta
wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Jabatan Fungsional Jaksa
adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan
yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas
Kejaksaan.!
2. Syarat-Syarat Menjadi Jaksa
Adapun beberapa syarat yang harus ada ketika seseorang diangkat
menjadi Jaksa sesuai yang tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor.
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.?
1) Syarat-Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

! Lihat pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.
2 Lihat pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.

24
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d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;
e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling
tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

f. Sehat jasmani dan rohani,

g. Berwibawa jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela dan;

h. Pegawai Negeri Sipil

2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat
diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan
pembentukan Jaksa.
3. Tugas dan Wewenang Jaksa
Kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah

sebagai salah satu dari subsistem hokum, menggabungkan keduanya
menjadi satu kesatuan, saling mempengaruhi dan saling melengkapi dan
bersama-sama mencapai tujuan dari hukum. Dalam Undang-Undang
Nomor.16 Tahun 2004 setelah dilakukan perubahan Undang-Undang
Nomor. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan
sebagai salah satu dari lembaga penegak hukum, kejaksaan melindungi
kepentingan masyarakat dalam menjaga Hak Asasi Manusia,
memberantas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang
Nomor. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga
nasional yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan

harus menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan wewenangnya tanpa

dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya.
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Kejaksaan sebagai aparatur negara merupakan alat penegakan hukum

yang menempati posisi yang komprehensif. Upaya dan prosedur

penegakan hukum merupakan perwujudan fungsi hukum dan supremasi

hukum dalam satu kesatuan kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Hal ini yang menjadikan dasar pengabdian Institusi Kejaksaan

dan profesi Jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan di

wilayah hukum negara.’

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 sesuai dengan fungsi

kejaksaan yang mempunyai wewenang sebagai berikut: 4:

1. Dibidang pidana, Kejaksaan Mempunyai tugas dan wewenang:

a.
b.

Melakukan penuntutan;

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
telah mempereh kekuatan hukum tetap;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
Melakukan penyidikan terhadap tindak pidna tertentu
berdasarkan Undang-Undang;

Melengkapi berkas perkara tetentu dan untuk dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan
yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Dibidang Perdata dan Tata Usah Negara, Kejaksaan dengan Kuasa
Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan
untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan:

a.
b.
C.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
Pengamanan kebijakan penegak hukum;
Pengawasan peredaran barang cetakan;

3 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan terbatas Platform
upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan” (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999), 2.
# Lihat Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia.
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d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan negara;

e. Pencegahan penyaahgunaan dan atau penodaan agama;

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan, Kejaksaan
harus mengikuti prinsip-prinsip Kejaksaan dalam Tri Krama Adhyaksa
dalam menjalankan tugas penuntutan, yaitu:

1. Satya: Kesetiaan yang bersumber dari rasa kejujuran kepada Tuhan

yang Maha Esa, diri pribadi, keluarga dan kepada sesama manusia.

2. Adhi: Kesempurnaan dalam bertugas dengan unsur utama

memiliki rasa tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,
keluarga dan sesama manusia.

3. Wicaksana: Dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan dengan

bijaksana dalam bertutur kata dan tingkah laku.

Dengan pedoman Tri Krama Adhyaksa, diharapkan para anggota
Kejaksaan khususnya Jaksa sebagai aparat penegak hukum, untuk dapat
menjalankan tugasnya dengan bersikap lebih profesional sebagai Abdi
Negara di bidang penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan landasan
Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa, yaitu Pancasila sebagai landasan idiil

Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan sumber terwujudnya cita-

cita serta tujuan bangsa dan negara. Pelaksanaan dan tujuan dari
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penegakan hukum berintikan keadilan adalah dengan menerapkan

sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.’

B. Figh Siyasah

1. Pengertian Figh Siyasah
Kata Figh ditinjau dari segi etimologis (bahasa) adalah gambaran
pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman
yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata
lain menurut bahasa istilah Figh Siyasah adalah pengertian atau
pemahaman pengertian tentang perkataan dan perbuatan manusia.

Secara terminologis, menurut ulama syara’ (hukum Islam), figh
didasarkan pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ tentang amal
perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fafshil (terinci), yakni dalil-
dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya yaitu Al-
Qur’an dan Sunnah yang disusun mujtahid melalui penalaran dan ijtihad.
Dengan kata lain figh adalah ilmu pengetahuan hukum agama islam.¢

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid

dan Lisan A/-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah

5 Andi Hamzah, Posisi Kcjaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta:
Kejaksaan Agung RI, 2000), 69.

6 J. Suyuti Pulunga, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1994), 21-22.
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bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.
Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Magqrizi menyatakan, arti
kata siyasah adalah mengatur. Kata sasa sama dengan fo govern, to lead.
Siyasah sama dengan policy (of government, corporation, etc). Jadi
siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur,
mengurus, memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan, pemerintahan
dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas
sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.

Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur
atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.
Sedangkan didalam a/-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat
kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang
menyelamatkan. Secara garis besar siyasah adalah ilmu pemerintahan yang
mengatur tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri
dan luar negeri serta kemasyarakatan dalam mengatur kehidupan umum
atas dasar keadilan dan istiqgamah.’

Dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang
dikemukakan oleh para ulama tentang pengertian istilah figh dan siyasat,
dapat disimpulkan bahwa pengertian Figh siyasah atau Siyasah Syar’iyyah

ialah “ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan

7 Ibid., 22-23.
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umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan
dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”.
Jelasnya Figh Siyasah atau Siyasah Syar’iyyah dalam istilah awam, ilmu
tata negara dalam ilmu Agama Islam yang digolongkan sebagai pranata
sosial Islam.®

Ruang Lingkup dan Objek Figh Siyasah

Secara garis besar, ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam didasarkan
pada peraturan perundang-undangan negara sebagai kriteria dasar dalam
mewujudkan kepentingan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk
mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan
rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai tujuan
negara.’

Namun dalam beberapa literatur yang membahas figh siyasah, objek
bahasannya mencakup masalah khalifah, imamah, dan imarah, masalah
gelar kepala negara, pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta
syarat-syaratnya, baiat, waliyul ahdi, ahlul halli wal aqdi, ekonomi,
keuangan dan pajak, masalah hubungan muslim dan non muslim, masalah

peradilan, peperangan dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, dan

8 Ibid., 26.

° Jeje Abdul Rajak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 7.
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sebagainya baik dalam praktik yang berkembang dalam sejarah maupun
dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.!?

Mengenai luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam atau Figh
Siyasah, para ulama berbeda pendapat dalam memilih ruang lingkup kajian
Figh Siyasah. Dipandang dari sisi jumlah pembagian masing-masing
ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini tidaklah sebagai suatu hal yang
terlalu mandiri. Seperti dalam kitab Imam al-Mawardi yang berjudul a/-
Ahkam al-Sulthaniyah, beliau membagi ruang lingkup Figh Slfasab
kedalam lima bagian antara lain:

1. Siyasah Dusturiyah

2. Siyasah Maliyah;

3.  Siyasah Qadaiyyah;

4.  Siyasah Harbiyah;

5. Siyasah Idariyah.

Selanjutnya Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul a/-
Siyasah al-Shar’iyyah, ruang lingkup Figh Siyasah adalah sebagai
berikut:

1. Siyasah Qadaiyyah;

2. Siyasah Idariyah;

3. Siyasah Maliyah;

10 1bid., 7.
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4.  Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharajiyah.

Figh Siyasah pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala
ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintah. Abdul
Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa objek Figh Siyasah menciptakan
pembuatan peraturan dan perundang-undangan yang diharapkan dapat
mengurus negara yang sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.
Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi

kebutuhan mereka.

Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek kajian Figh Siyasah
berkaitan dengan “pekerjaan mukallaf dan segala urusan
pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan
jiwa syari’ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak
berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari’ah

amanah yang tetap”.!!

Ibn Taimiyah mendasarkan obyek pembahasan bidang ilmu ini

pada surah an-Nisa’ ayat 58-59 yang menyatakan:

o el u.u(s.\.qS; \%L@mg\ g_mw 535 o esfu i &)
oA \MM})ISAM\U\@?SLM@AM\U\JMM\J&S;S

u@ﬁ’suf\ﬂ‘;j\}dy)s\ i kel a0 ol 1 \wmu@u
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1], Suyuti Pulunga, Figh Siyasah: Ajaran..., 27-28.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat (ayat 58). Hai orang-orang yang
beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di
antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya (ayat 59).”

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan
(pemerintah), dengan kewajiban menyampaikan amanah kepada yang
berhak, dan menetapkan aturan hukum yang adil. Sedangkan ayat 59
berkaitan dengan interaksi antara penguasa dan rakyat baik dari
kalangan militer dan kalangan lain yang wajib mentaati Allah dan
Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.!2

Dari ketiga pandangan diatas memberikan gambaran bahwa
obyek bahasan Figh Siyasah secara garis besar adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan
landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat;
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahtan;

3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan

kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

12 Ibid., 28.
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Berdasarkan pengertian tersebut, baik dalam pengertian
etimologis dan terminologis, bisa diketahui bahwa objek kajian figh
siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara
dengan warga negara, hubungan dengan warga negara dengan lembaga
negara, baik hubungan yang bersifat intern maupun eksternal antar
negara, dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dari pemahaman
ini, bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian dalam aspek
pengaturan.'? Penekanan demikian terihat dari penjelasan T. M. Hasbi

Ash Shiddieqy:

Objek kajian siyasah merupakan pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan
urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat
persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh
dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari

nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab

Khallaf:

“Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-

undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

13 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta:
Kencana, 2017), 29.
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persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.

Berkenaan luasnya objek kajian figh siyasah, maka pada tahap
perkembangan figh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembagian
figh siyasah. Tidak jarang pembagian yang diajukan ahli yang lain.

Hasbi Ash Shiddieqy membaginya kedalam delapan, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyah Syar’iyyah

2. Siyasah Tasyriiyyah Syar’iyyah

3. Siyasah Qadaiyyah Syar’iyyah

4. Siyasah Maliyah Syar’iyyah

5. Siyasah Idariyah Syar’iyyah

6. Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah/Siyasah Dawliyah
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah

8. Sivasah Harbiyyah Syar’iyyah

Dari kurikulum fakultas syariah pembagian figh Siyasah

membagi kedalam 4 bidang, yaitu:'4

1. Figh Dustury
2. Figh Maliy

3. Figh Dawly

14 A. Djazuli, Figh Siyasah..., 29-30.
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4. Figh Harbiy

Pembagian di atas tidak selayaknya dipandang sebagai
“pembagian yang telah selesai”. Pembagian figh siyasah telah, sedang
dan akan berubah sesuai pola interaksi antara manusia serta bidang
kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam
tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia serta
bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah,

dibedakan:!>

\. Figh Siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antar
warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga
negara dan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam
batas-batas administratif suatu negara.

2. Figh Siyasah Dawliyyah, yang mengatur antara warga negara
dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga
negara dan lembaga negara dari negara lain.

3. Figh Szygsab Maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan,

pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

15 A. Djazuli, Figh Siyasah..., 31.



37

C. Figh Siyasah Dusturiyah

Sivasah Dusturiyah adalah Siyasah yang berkaitan dengan bentuk
pemerintahan dan ruang lingkup kekuasaannya, metode pemilihan (kepala
Negara, ruang lingkup kekuasaan yang biasa bagi pelaksana urusan umat, dan
penetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan
antara rakyat dan penguasa).'¢

Figh Siyasah Dusturiyah mencakup Siyasah tasri’iyyah syar’iyah (Siyasah
mematuhi ketentuan hukum syariat), Siyasah qgadaiyah syar’iyah (Siyasah
peradilan yang sesuai menurut syariat), Siyasah idariyah syar’iyah (Siyasah
administrasi yang sesuai dengan syariat), dan Siyasah tanfidziyah syar’iyah
(Sivasah pelaksana syariat).

Dari keempat bidang tersebut penulis tidak akan membahas secara
keseluruhan dikarenakan ruang yang terbatas,. Pembahasan hanya terfokus

pada bidang Figh Siyasahbidang Wilayat al-mazalim.

D. Kekuasaan al-Mazalim

1. Definisi Wilayat al-mazalim
Wilayah al-Mazalim secara etimologi adalah gabungan dari dua

kata wilayah dan al-Mazalim. Kata wildyah secara umum berarti

16 7. Suyuti Pulunga, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah..., 40.
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kekuasaan yang paling tinggi, aturan dan pemerintahan. Sedangkan kata
al-Mazalim secara umum berarti kekejaman, kesalahan, ketidaksamaan
dan kejahatan. Menurut Basiq Djalil bahwa Wilayah al-Mazalim secara
terminologi adalah menempatkan pengadilan sebagai kekuasaan yang
lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa
kasus-kasus yang bukan termasuk wewenang hakim biasa akan tetapi pada
kasus mengenai kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap
rakyatnya.'”

Wujud komitmen Orang-Orang Quraisy untuk menolak segala
bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang
yang dizalimi yaitu dengan adanya Wila yah al-Maza limyang telah dikenal
di Arab sebelum Islam. Riwayat dari Al-Zubair bin Bakar bahwa ada
seorang laki-laki yaman berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Mekah
untuk berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahm (dalam riwayat lain
al-Ash bin Wali) membeli dagangannya. Laki-laki tersebut melebihi
jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang
diambil dia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran pedagang tersebut
dan berteriak diatas sebingkah batu disamping Ka’bah seraya ia
melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang

dirasakan. Tindakan pedagang tersebut mendapat respon positif dari

17 Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.
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orang-orang Quraisy. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan
Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak-hak
pedagang tersebut. Orang-orang Quraisy berkumpul dirumah Abdullah bin
Jadz’an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di
Mekah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang. Kesepakatan
di Mekah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang kembali.
Kesepakatan tersebut dikenal dengan hifz al-fudhul. Pada saat itu Nabi
berusia 25 tahun.

Pada zaman Nabi, ketika terjadi kasus tentang irigasi yang
dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan salah satu seorang dari
golongan Anshar, Abdullah bin Jadz’an pernah memerankan fungsi ini.
Seseorang dari golongan tersebut berkata, “Alirkan air tersebut kesini,”
Zubair bin Awwam menolaknya. Nabi kemudian berkata: “Wahai Zubair,
alirkan air tersebut ke lahanmu, dan setelah itu alirkan air tersebut ke
tetanggamu”. Orang Anshar tersebut marah mendengar ucapan Nabi
seraya berkata: “Wahai Nabi apakah pantas engkau mengutamakan dia,
bukankah dia anak pamanmu?” Mendengar jawaban ini, memerahlah
wajah Nabi dan berkata,” Wahai Zubair, Alirkanlah air tersebut ke

perutnya hingga sampai kedua mata kakinya.'®

8 H.A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 114.
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Berdasarkan riwayat tersebut, Nabi adalah hakim Konstitusi sebagai
penegak keadilan. Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan
berbagai aktivitas seperti jihad. Sedangkan pada masa khalifah dan
bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan
mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus
tersebut yang menjadi kompetensi wilayah al-mazalim sangat sedikit.
Pada waktu itu apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu
permasalahan, mereka mengatasi diri dengan kembali kepada hukum al-
gada.

Wilayah al-mazalim menjadi sebuah lembaga Khusus pada masa
pemerintahan Abdul Malik bin Marwan yaitu pada masa khalifah Bani
Umayyah. Beliau adalah penguasa Islam pertama yang membentuk sebuah
lembaga al-mazalim (peradilan khusus) dan juga menyediakan waktu
khusus untuk menerima aduan-aduan kasus al-mazalim. Pada khalifah
selanjutnya, eksistensi lembaga al-mazalim semakin efektif yaitu pada
masa Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar terkenal dengan keadilannya
yaitu dengan mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Malik
kepada pemiliknya; beliau kembalikan pula rumah yang dirampas oleh
Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Thalhah. Pada masa
Umayyah wildyah al-mazalim telah berkembang meskipun belum

dikatakan sempurna. Hal ini diakarenakan pelaksanaan wilayah al-
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maza lim masih berada di tangan penguasa, terjadi keberpihakan kepada
keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran
pemimpin.'?

Pada masa Bani Abbasiyah, khalifah al-Makmun membuka ruang
bagi rakyat untuk melaporkan segala kezaliman yang dilakukan oleh
pejabat. Salah satu kejadian datang seorang wanita mengadukan bahwa
ada seseorang anak khalifah yang telah merampas tanah miliknya. Sang
khalifah memerintahkan hakim Yahya bin Aktsam untuk menyidangkan
perkara tersebut di depan khalifah. Di tengah-tengah perdebatan wanita
tersebut mengeluarkan suara lantang hingga mengalahkan suara al-Abbas
dan para pengawal istana mencelanya. Khalifah al-Makmun berkata,”
dakwaannya benar, bahwa kebenarannya yang membuat berani untuk
berbicara dan kebatilannya membuat anakku membisu”. Akhirnya hakim
mengembalikan hak wanita tersebut dengan hukuman yang pantas di
terima kepada anak sang khalifah.

2. Kewenangan Wilayat al-Mazalim

Kewenangan wild yah al-mazalim adalah memutuskan perkara yang
tidak mampu diputuskan oleh hakim yang tidak mempunyai kemampuan
untuk menjalankan proses peradilannya. Seperti, ketidakadilan dan

kezaliman yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai

Y Tbid, 115.
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pemerintahan dan hakim. Sehingga kekuasaan wilayah al-mazalim lebih

luas dari kekuasaan qada.

Al-Mawardi menerangkan kewenangan absolut wilayah al-mazalim
sebagai berikut?°:

a. Ketidakadilan yang dilakukan gubernur terhadap rakyat serta
penindasan penguasa terhadap rakyat. Wilayah al-Mazalim tidak
diperbolehkan membiarkan kezaliman para penguasa, ia harus
menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan serta
menurunkan jabatan mereka apabila tidak berbuat adil

b. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam
penarikan pajak. Wildyah al-Mazalim bertugas mengirim pegawai
untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta serta bertugas
untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta pajak kepada
pemiliknya. Baik harta yang telah diserahkan ke bait al-mal atau untuk
pribadi.

c. Pegawai kantor pemerintahan (Kuttab ad-Dawawin) harus bersifat
amanah karena umat Islam telah percaya kepada mereka dalam

persoalan harta benda. Tugas nadhir a/-maza lim yaitu meneliti tingkah

20 Tmam al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah.Terj: Fadli Bahri, (Bekasi: PT Darul Falah, 2014),

77-178.
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laku dan menghukum yang salah sesuai dengan undang-undang yang
berlaku.

. Kezaliman yang dilakukan pemberi gaji kepada orang yang berhak
menerima gaji, karena ada pengurangan atau keterlambatan pemberian.
Ketika gaji tidak diberikan tugas nadhir al-mazalim adalah
memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan gaji tersebut
apabila diambil pemerintah atau menggantinya dari harta yang diambil
dari baitulmal.

Mencegah perampasan harta yang dilakukan oleh para gubernur yang
zalim. Karena kecintaannya terhadap harta tersebut karena
keinginannya untuk menzalimi, tugas nadhir a/-mazalim mencegah
perbuatan zalim apabila belum dilakukan.

Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ada dua macam, yaitu
wakaf umum dan wakaf khusus. Wakaf khusus tugas nadhir a/-mazalim
mengawasi agar harta wakaf tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada
pengaduan tentang adanya penyimpangan. Wakaf khusus tugas nadhir
al-mazalim memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai
penyimpangan terhadap wakat tersebut.

. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa untuk
menjalankan proses peradilan karena status, kewibawaan dan

kekuasaan terdakwa lebih tinggi darinya, maka nadhir a/-mazalim
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harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari
terdakwa.

h. Menjalankan fungsi nadhir al-mazalim ketika tidak mampu
menjalankan  fungsinya sebagai menegakkan perkara-perkara
menyangkut kemaslahatan umat.

i. Memelihara ibadah yang mengandung syariat Islam. Seperti perayaan
hari raya, jihad dan haji dengan mengatur agenda serta prosedur yang
dipenuhi karena hak Allah lebih utama dari pada yang lain.

j. Nadhir a/-mazalim diperbolehkan memeriksa orang-orang yang
bersengketa dan menetapkan hukum selagi tidak bertentangan dengan
aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga qada.

E. Pelanggaran Etik Dalam Islam

Setiap kebijakan, peraturan, keputusan atau tindakan yang dikeluarkan
pemimpin (jaksa) harusah berorientasi pada kemaslahatan, seperti dalam
kaidah figih “:\ALAAL -L}:‘A :*:‘9‘)3‘ L;J“— e\-’“\ia‘ Lo ha? yang dapat diartikan
bahwa “segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap
orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu pada
terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi
maupun manfaat ukhrawi yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang

terhindarkan dari orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya”.
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Abdul Mudjib berkata, “Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh
pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untu
golongan atau untuk diri sendiri”.2!

Kaidah figih ini yang berbunyi "ialiaall L s dze )5l < eu\li o i
banyak telah dikenal dan tersebar pada kalangan fiigaha (ahli figih) serta
ulama-ulama yang memiliki karya terkait kaidah-kaidah fiqih.>?> Lafadz ini
memiliki keunggulan dari segi makna yang lebih menitikberatkan pada satu
persoalan besar yang berkaitan dengan kepemimpinan seorang imam terhadap
rakyatnya, hal ini harus dilakukan sesuai dengan kepentingan yang diharapkan,
dengan mempertimbangkan akan melihat adanya implikasi dari kaidah figih
terhadap peran jaksa sebagai pemimpin yang bertanggungjawab untuk dan
mewakili negara atau penguasa.

Kata caja’ dalam bahasa Arab terbentuk dari kata <i»<l yang berarti
memalingkan, disamping itu kata ini juga memiliki arti lain seperti menukar,
bertindak, bekerja dan lain-lain. Kata ini tidak memiliki definisi khusus dalam
istilah, tetapi ia dapat dipahami dari penggunaan orang Arab, mereka
menggunakan kata ini untuk mengartikan tindakan yang dilakukan oleh

seseorang baik itu berupa perkataan maupun perbuatan.

2l Abdul Mudjib. Kaidah-Kaidah Imu Figih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005) 61.

22 Tbid
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Pengertian dari aaY¥) yang berasal dari kata e‘ yang artinya berasal dari
sesuatu. Kemudian setelah mengalami fashrifatau perubahan kata pada bahasa
Arab, terbentuklah kata ala¥) yang artinya pemimpin yang harus diikuti, atau
juga bisa diartikan menjadi panutan. Sedangkan menururt istilah, kata ala¥)
sebagaimana yang diartikan oleh al-Jurjani dalam a/-Ta’rifat adalah orang
yang memiliki jabatan umum dalam urusan agama maupun urusan dunia.??

Ketika membahas mengenai kepemimpinan dan isu-isu terkait,
kebanyakan para ulama berbicara lebih tentang imamah, yang sebenarnya
adalah tugas bagi pemimpin. Hal ini dapat dimaklumi, karena 7imam hanyalah
pemeran dalam tugas imamah yang ada. Diantara pengertian imamah ialah
yang telah disebutkan oleh Ibn Khaldun, dikatakan bahwa imamah ialah
seorang pengganti dari pemilik syari’at dalam menjaga agama dan dunia.
Sejalan dengan hal tersebut, makna yang diungkapkan oleh al-Mawardi yang
mengatakan bahwa imamah atau kepemimpinan menggantikan peran nabi
dalam melindungi agama dan dunia. Ulama lain juga memiliki beberapa
definisi, namun hampir semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu bahwa
imamah diwujudkan sebagai menegakkan kepentingan dunia akhirat bagi

seorang hamba.?*

23 Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir alR4zi, Mukhtar al-Shihah, Beirut: al-Maktabah al
¢ Ashriyyah, 2004, 39.
24 Ali bin Muhammad bin Muhammad alMawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Kairo: Dar al-Hadis,

2006, 3.
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Gambaran seorang pemimpin dalam islam memiliki beberapa definisi,
yaitu (a) seorang pemimpin adalah pribadi umum yang akan diikuti dan
menjadi panutan di bawah kepemimpinannya; (b) ketika seseorang pemimpin
menjadi panutan, ia harus mampu memberik contoh terbaik, dalam hal
menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, dan (c) seorang pemimpin
adalah orang yang menguasai agama dan memahami hokum serta mengatur
masalah kehidupan dunia.

Kata 2—}?‘33‘ berasal dari kata ) yang berarti menggembala, orang yang
menggembalakan sesuatu disebut dengan (&' yang notabene adalah
sinonim dari kata a%¥) yang berarti pemimpin. Sedangkan ’3-3,9‘33‘ adalah yang
digembalakan dan dalam konteks manusia f\;g\j&\ berarti masyarakat umum
dengan seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengelola semua
dan memperhatikan kepentingan mereka. Abd al-Karim Zaidan menekankan
tiga hal yang harus dilakukan pemimpin, yaitu: (a) melayani rakyat di bawah
kepemimpinannya; (b) menjaga keadilan; dan (c) mewujudkan kemaslahatan
bagi manusia. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer untuk mengukur
keberhasilan kepemimpinan; jika seorang pemimpin dapat melayani rakyat
yang dipimpinnya, dapat menegakkan keadilan dan merumuskan kebijakan
yang bermanfaat bagi rakyat atau orang dibawah pimpinannya, maka ia dapat

dikatakan sebagai pemimpin yang sukses.?

% Ibid
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Kata h3ia dalam bahasa Arab berasal dari kata kG yang berarti
menggantungkan, sehingga dapat dipahami dari susunan kalimat dalam kaidah
tersebut bahwa makna dari kata b3 berarti adanya keterikatan atau
ketergantungan pada tindakan atau kebijakan pemimpin dengan kepentingan
bagi orang dibawah kepemimpinannya.°

Definisi maslahah 4alaa berasal dari kata @Las-@m yang kemudian
mengalami tashrif menjadi ks atay 4alaa yang dalam bahasa Arab memiliki
arti tidak memiliki bahaya. Dua variabel terpenting yang menjadi inti aturan
kaidah figih yang agung ini adalah kata ala¥) yang berarti pemimpin dan kata
dalaa digunakan dalam bahasa Indonesia dengan arti maslahat atau manfaat.

Menurut kaidah figih setiap perbuatan jaksa harus sesuai dengan kode etik
yang berlaku.

“alle M\M‘ L) 54z Calidal K0y yang dapat diartikan tidak diingkari
perbuatan yang diperseisihkan (hukum-hukum harmnya), dan sesungguhnya
yang diingkari adalah yang telah disepakati (hukum haramnya). Kaidah ini
digunakan untuk mengukur apakah tindakan atau perbuatan jaksa merupakan
kualifikasi pelanggaran atau tidak. Berdasarkan kaidah tersebut seseorang
tidak dianggap melakukan perbuatan mungkar kalau perbuatan itu masih

diperselisihkan hukum haramnya, namun seseorang sudah dikatakan

26 Tbid
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melakukan perbuatan mungkar jika keharaman atas perbuatan itu sudah

disepakati dan diterima oleh khalayak umum.?’

27 Duski Ibrahim, Al-qawa’id Al-Fighiyah (Palembang: CV AMANAH, 2002), 142.



BAB II

PELANGGARAN KODE ETIK JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NO 16

TAHUN 2004 DAN PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO

PER-014/A/JA/11/2012

A. Kode Etik Jaksa

. Pengertian Kode Etik jaksa

Kode Etik Jaksa atau Kode Perilaku Jaksa adalah seperangkat
norma yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur tentang
perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga
kehormatan dan martabat profesinya serta bekerja sama dengan aparat
penegak hukum lainnya.!
. Pengertian Etika Profesi Hukum

Pada dasarnya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, setiap
orang dapat dengan bebas mengekspresikan ucapan, tindakan, perilaku
atau melakukan pekerjaan yang menyenangkan Dberdasarkan
pengetahuan profesionalnya. Akan tetapi, jika setiap orang ingin
mencapai tujuan hidupnya, agar dapat hidup aman, tentram dan tertib
tanpa diganggu oleh orang lain, maka mereka harus mematuhi batasan-

batasan atau etika dalam pergaulan dengan sekitarnya. Juga

! Lihat pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Repubik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang
Kode Perilaku Jaksa.

50
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diisyaratkan bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain dan
harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Masalah etika
dan moral memerlukan perhatian yang seksama agar dapat memberikan
jiwa hukum dan penegaknya. Oleh karena itu, masalah etika dan moral
sangat perlu ditingkatkan fungsi dan keberadaannya, karena aspek
moral dan etika saat ini telah hilang dari sistem hukum di Indonesia.
Etika profesi di kalangan penegak hukum perlu dipantau secara
komprehensif, menciptakan independensi kelembagaan, berfungsinya
dewan/majelis kehormatan, dan keseluruhannya semata untuk
membentuk suatu profesionalisme.?

Bagi mereka yang terlibat dalam profesi hukum maka
pelaksanaan profesinya harus menjaga batasan-batasan yang ada. Hal
ini telah dikemas dalam kode etik profesi hukum yang memuat
kewajiban, larangan dan keharusan bertanggungjawab dalam
melaksanakan profesinya serta berlakunya sanksi bagi yang tidak
melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tersebut.

Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno Ethos
yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap.
Aristoteles ialah filsuf pertama yang membahas tentang etika secara

kritis, reflektif, dan komprehensif. Aristoteles juga merupakan filsuf

2 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 38.
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pertama yang menganggap etika sebagai cabang filsafat yang
independen. Dalam  hal ini, Aristoteles lebih  banyak
mempermasalahkan mengenai kehidupan yang baik dan bagaimana
mencapai tujuan kehidupan yang baik. Dengan kata lain, ketika
manusia itu mencapai tujuan hidupnya maka mereka menjalani
kehidupan yang berkualitas/bermakna. Menurut Aristoteles, mencapai
tujuan sesorang dalam hidup berarti sesorang sepenuhnya mencapai
dirinya sendiri. Manusia ingin mewujudkan apa yang disebut nilai
(value), dan tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan
(eudaimoni).?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika adalah ilmu
tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta hak dan kewajiban
moral (akhlak). Moral adalah dasar dan standar bagi tindakan setiap
orang dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial kemasyarakatan
dan lingkungan keluarga, yang terpenting adalah pikiran negative
bahwa moral akan terwujud sebagai fungsi control keseimbangan
dalam pikiran setiap orang.*

Profesi hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan realisasi

dan pemeliharaan masalah hukum yang berkaitan dengan hokum

3 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 13.
* A. Purwa Hadiwardoyo, Moral dan Masalahnya, (Y ogyakarta: Kanisius, 1994), 13.
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berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum adalah
sebuah profesi yang menciptakan tatanan yang adil agara manusia
dapat menjalani hidup secara wajar (tanpa menggantungkan kekuatan
fisik ataupun ekonomi). Hal ini karena ketertiban berkeadilan
merupakan kebutuhan dasar manusia serta keadilan adalah nilai dan
kebijakan yang paling mulia yang merupakan unsur esensial dan
martabat manusia.’

Profesi hukum di Indonesia mencakup semua staf utama hukum
seperti Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kepolisian dan Jabatan lain.
Setiap orang yang menyimpang atau melanggar kode etik harus
bersedia menanggung akibatnya sesuai dengan persyaratan kode etik.
Biasanya dalam organisasi profesi terdapat dewan kehormatan untuk
mengoreksi pelanggaran kode etik.

Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan ketertiban yang
berkeadilan, yang diwujudkan dalam berbagai kaidah perilaku
kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum. Semua aturan hukum
positif yang berlaku bagi masyarakat diatur dalam suatu sistem yang
disebut tata hukum. Eksistensi dan berjalannya tata hukum dengan
kaidah hukumnya beserta penegakannya merupakan produk perjuangan

manusia untuk mengatasi problematika kehidupan. Dalam dinamika

5 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 129.
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kesejahteraan manusia, hukum dan tata hukumnya tercatat sebagai
salah satu faktor terpenting dalam proses peradaban dan
penyempurnaan pemikiran manusia.®

Kode Etik sangat penting bagi profesi hukum karena profesi
hukum merupakan suatu moral community dengan cita-cita dan nilai-
nilai yang sama, serta memiliki izin untuk mengembangkan profesi
hukum. Untuk itu, kode etik perlu diterbitkan dan disebarluaskan agar
masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya. Masyarakat juga
diminta untuk memantau profesional hukum. Dengan mengetahui dan
memahami kode etik, maka masyarakat harus melapor bila ditemukan
para profesional hukum melanggar kode etik profesinya.

3. Profesi Jaksa

Seperti profesi lainnya, profesi Jaksa juga memiliki kode etik
yang mengikat. Kode etik Jaksa mengandung nilai-nilai luhur dan ideal
sebagai kode etik profesi Jaksa. Jika kode etik ini dilaksanakan sesuai
dengan tujuannya, maka akan lahir Jaksa-Jaksa dengan moral baik dan
menjalankan tugasnya dengan jujur, dan kehidupan peradilan di
Indonesia akan menuju pada keadilan yang sejati.

Dalam mengemban profesi, upaya yang dilakukan oleh Jaksa

tidak hanya untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam

6 Suhrawardi. K Lubis, ETIKA PROFESI HUKUM, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 48.
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ketentuan hukum, tetapi juga mendengarkan apa yang sebenarnya
terjadi dan memperjuangkan apa yang dirasakan langsung oleh
masyarakat. Profesionalisme seorang Jaksa sungguh sangat penting,
karena hukum akan ditegakkan dan bertahan di tangannya.

Untuk mewujudkan Jaksa yang jujur dan disiplin dalam
melaksanakan tugas peradilan dan penegakan hukum yang
mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka dikeluarkanlah Kode
Perilaku Jaksa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung
Republik Indonesia nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode
Perilaku Jaksa.

Menurut Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa,
Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa adalah:’

a. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam
meaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas,
profesional, mandiri, jujur dan adil;

b. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila
mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;

c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan
kedinasan;

d. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi,
serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam
lingkup nasional dan internasional;

e. Menjaga ketidakberpihakan dan  objektifitas saat
memberikan petunjuk kepada Penyidik;

7 Lihat pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode
Perilaku Jaksa.
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f. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama
terhadap tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan
korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian
informasi kepada media, tersangka/keluarga,
korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

g. Memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan
informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

h. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum,
pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum
lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten,
transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan
dengan tugas bidang lain.

Menurut Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa,

Kewajiban Jaksa kepada masyarakat:®

a. Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi
supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan
b. Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat.
Menurut Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, dalam

melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang:®

8 Lihat pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode
Perilaku Jaksa.
9 Lihat pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode
Perilaku Jaksa.
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a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat
memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun
tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan
menggunakan nama atau cara apapun;

b.  Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan
dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;

c.  Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi
atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak
langsung;

d.  Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan
para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;

e. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma
hukum yang berlaku;

f. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;

g.  Menggunakan kewenangannnya untuk melakukan
penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan

h.  Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut
diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah
didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;

ik Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan/atau
menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun
dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas Profesi
Jaksa.

Menurut Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, dalam

melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang: !0

a. Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras,
jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas
profesinya;

b.  Merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Badan
Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta,
pengurus/anggota partai politik, advokat; dan/atau

10 ihat pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode
Perilaku Jaksa.
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c.  Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dalam kegiatan pemilihan.

Menurut Pasal 11 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, Jaksa

dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa berhak:!!

a.  Melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan
pelecehan,;

b.  Mendapatkan perlindungan  hukum untuk tidak
dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan
fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

c.  Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk
keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan
pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan
fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

d. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun
nonteknis;

e.  Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas,
remunerasi, gaji serta penghasilan lain sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

f. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi
berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional,
kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta
diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak
memihak;

g.  Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali
dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat
merugikan penegakan hukum; dan

h.  Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan
evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan

' Lihat pasal 11 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang
Kode Perilaku Jaksa.
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peraturan yang beraku dalam hal Jaksa melakukan tindakan
indisipliner.

B. Pelanggaran Kode Etik

1. Kasus

Banyak kasus yang ditangani oleh Kejaksaan yang dimana dalam
prosesnya masih tebang pilih. Seperti dalam kasus jamuan makan siang
yang dilaksanakan pada Jumat, 16 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB
sampai dengan pukul 14.00 WIB oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan Anang Supriatna dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Ridwan Ismawanta terhadap terdakwa
kasus Djoko Tjandra yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetiaji
Utomo. Kedua Jendral polisi tersebut diduga membuat surat sakti bagi
Djoko Tjandra untuk masuk ke Indonesia dan membantunya melarikan diri
kembali. Padahal pada saat itu pihak tersangka juga sedang melakukan
pelimpahan berkas tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti
kasus suap penghapusan Red Notice Djoko Tjandra. Irjen Napoleon
Bonaparte adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai

Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri, sementara Brigjen Prasetiaji
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Utomo menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS
Bareskim Mabes Polri.!?

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari
Setiyono membenarkan hal tersebut. Itu terjadi saat para tersangka
melimpahkan berkas tahap II. Menurutnya tak ada yang salah dari itu,
“Sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kejaksaan RI. Kepada para
tersangka yang diserahkan diberi jatah makan siang mengingat sudah
waktunya makan siang”. Katanya dalam keterangannya. Meski demikian,
ia mengatakan tetap “akan dilakukan klarifikasi oleh Jaksa Agung Muda
Pengawasan untuk mengecek apakah terdapat pelanggar prosedur oleh
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan jajarannya terhadap
penanganan atau perlakuan tersangka”. Koordinator Masyarakat Anti
Korupsi (MAKI). Boyamin Saiman memberikan tanggapan terkait
perlakuan istimewa kepada tersangka dalam kasus Red Notice Djoko
Tjandra. Boyaimin mengaku sangat meyayangkan sikap dari Kajari Jakarta
Selatan tersebut. Menurut Boyamin, apapun alasannya tidak semestinya
mereka para tersangka justru mendapatkan sambutan ataupun perlakuan
istimewa berupa jamuan makan siang. Atas sikap dari Kajari Jakarta

Selatan, Boyamin meminta supaya bisa dilakukan evaluasi ataupun

12 Nanda Perdana Putra, “Geger Jamuan Makan Siang 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Djoko
Tjandra”, dalam https://m.liputan6.com/news/read/4387371/geger-jamuan-makan-siang-2-jenderal-
polisi-tersangka-kasus-djoko-tjandra, diakses pada 27 November 2020.



https://m.liputan6.com/news/read/4387371/geger-jamuan-makan-siang-2-jenderal-polisi-tersangka-kasus-djoko-tjandra
https://m.liputan6.com/news/read/4387371/geger-jamuan-makan-siang-2-jenderal-polisi-tersangka-kasus-djoko-tjandra
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diganti. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Kajari Jakarta Selatan tidak
menunjukkan suatu keadilan dalam memperlakukan tersangka.!3

Indonesian Corruption Watch (ICW) juga menyoroti kejanggalan

dalam perlakuan terhadap kedua Jendral polisi yang berstatus tersangka
dalam kasus Djoko Tjandra. [Indonesian Corruption Watch (ICW)
mempertanyakan perlakuan terhadap kedua tersangka tersebut oleh
Kejaksaan. “Pertanyaan kita adalah, apakah seorang maling motor, maling
ayam, diperlakukan seperti ini. Kalau tidak, berarti ada perlakuan yang
berbeda,” kata Kurnia Ramadhana, peneliti /CW. 14
2. Sanksi
Menurut Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. !>
(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan
alasan:

a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan,
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoeh kekuatan
hukum tetap;

b. Terus menerus melalaikan kewajiban daam menjalankan
tugas/pekerjaannya;

c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

d. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10; atau
e. Melakukan perbuatan tercela.

13 Ibid.

14 Mata Najwa, “Dibalik Jamuan Makan Jenderal Tersangka Suap”, dalam https://www.narasi.tv/mata-
najwa/di-balik-jamuan-makan-jenderal-tersangka-suap, diakses pada 27 November 2020.

15 Lihat Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.



https://www.narasi.tv/mata-najwa/di-balik-jamuan-makan-jenderal-tersangka-suap
https://www.narasi.tv/mata-najwa/di-balik-jamuan-makan-jenderal-tersangka-suap
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Menurut Pasal 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor
Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa:!®

(1) Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa.

(2) Setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar
Jaksa di dalam lingkungannya mematuhi Kode Perilaku Jaksa.

(3) Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan
administratif.

(4) Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan
hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil
apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar.

Menurut pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor
Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.!”

(1) Tindakan Administratif terdiri dari:

a. Pembebasan dari tugas-tugas Jaksa, paling singkat 3 (tiga) bulan
dan paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau

b. Pengalihtugasan pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Apabila selama menjalani tindakan administratif ditertibkan Surat
Keterangan Kepegawaian (Clearence Kepegawaian) maka
dicantumkan tindakan administratif tersebut.

(3) Setelah selesai menjalani tindakan administratif, Jaksa yang
bersangkutan dapat dialihtugaskan kembali ketempat semula atau
kesatuan kerja lain yang setingkat dengan satuan kerja sebelum
dialihtugaskan.

16 Lihat pasal 12 Peraturan Jaksa Agung republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/2012 tentang Kode
Perilaku Jaksa.
17 Lihat pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/2012 tentang kode
Perilaku Jaksa.
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C. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

1. Kedudukan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang
Komisi Kejaksaan, kedudukan Komisi Kejaksaan terdiri dari:'®
a. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri;
b. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden.
2. Tugas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang
Komisi Kejaksaan, tugas Komisi Kejaksaan terdiri dari:!°
a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap
Kinerja dan perilaku Jaksa dan atau pegawai Kejaksaan dalam
melakukan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan kode etik;
b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap
kinerja dan perilaku Jaksa dan atau Pegawai Kejaksaan baik di
dalam maupun diluar tugas kedinasan;
c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi,

tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia dilingkungan kejaksaan.

8 Lihat pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia.
9 Lihat pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia.
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3. Wewenang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Menurut Pasal 4 Peratuan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang
Komisi Kejaksaan, wewenang Komisi Kejaksaan terdiri dari:?°

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan
masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai
Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa
Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal
Kejaksaan;

c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait
laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau
pegawai Kejaksaan;

d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas
pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas
internal Kejaksaan;

e. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat
pengawas internal Kejaksaan; dan

f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

20 Lihat pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia.



BAB IV
ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JAKSA
MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO PER-

014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA

A. Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa
Agung Republik Indonesia NO PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku
Jaksa

Banyak kasus tentang pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Kejaksaan
yang dimana dalam prosesnya masih tebang pilih. Salah satu kasus pelanggaran
kode etik dalam profesi jaksa yaitu dalam kasus jamuan makan siang yang
dilaksanakan pada Jumat, 16 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB sampai
dengan pukul 14.00 WIB oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang
Supriatna dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan Ridwan Ismawanta terhadap terdakwa kasus Djoko Tjandra yaitu Irjen
Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetiaji Utomo. Kedua Jendral polisi tersebut
diduga membuat surat sakti bagi Djoko Tjandra untuk masuk ke Indonesia dan
membantunya melarikan diri kembali. Padahal pada saat itu pihak tersangka juga
sedang melakukan pelimpahan berkas tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan

barang bukti kasus suap penghapusan Red Notice Djoko Tjandra.!

! Nanda Perdana Putra, “Geger Jamuan Makan Siang 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Djoko
Tjandra”, dalam https://m.liputan6.com/news/read/4387371/geger-jamuan-makan-siang-2-jenderal-
polisi-tersangka-kasus-djoko-tjandra, diakses pada 27 November 2020.
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Berdasarkan kronologi kasus di atas apabila dilakukan analisis terhadapnya
maka dapat ditemukan pelanggaran kode etik dalam kasus tersebut. Hal ini
tentunya melanggar kode etik Jaksa yang tertuang pada Peraturan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa,
khususnya yang termuat dalam pasal 5 huruf a PERJA mengenai kewajiban Jaksa
bahwa? "Jaksa wajib Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri,
jujur dan adil”. Dalam pasal tersebut sudah semestinya kewajiban kepala
kejaksaan tersebut bersikap professional dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya sehingga tidak memberi perlakuan khusus tersangka.

Mengenai tugas dari profesi Jaksa memiliki larangan yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012
Tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 Nomor 1 huruf a bahwa’® jaksa dilarang
“memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan
pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang
lain dengan menggunakan nama atau cara apapun’ . Tindakan memberi jamuan

makan siang tersebut jelas melanggar larangan yang telah ditetapkan, apapun

2 Lihat pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang
Kode Perilaku Jaksa.
3 Lihat pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang
Kode Perilaku Jaksa.
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alasannya tidak semestinya mereka para tersangka justru mendapatkan sambutan
ataupun perlakuan istimewa berupa jamuan makan siang.

Perbuatan jaksa yang memberi jamuan makan siang tersebut bukan saja
melanggar ketentuan larangan dalam kode etik tetapi juga telah menyalahi dan
melanggar sumpah atau janji jabatan jaksa sebagaimana yang terdapat dalam
Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.*

1. Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau
janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung.

2. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai
berikut:
Saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan
Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
melaksanakan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik
Indonesia.
Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum,
kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang
dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur,
berani, profesional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama,
ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya
dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada
Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.
Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau
dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh
melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-
undang kepada saya.
Bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini,
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa
pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa
pun juga.

* Lihat pasal 10 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
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Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas
ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia tersebut sudah seyogyanya seorang jaksa senantiasa
menegakkan hukum dan kewajiban kepada masyarakat sesuai dengan sumpah
yang telah dilakukan. Pihak Kejaksaan juga telah melanggar pasal 12 Nomor 1
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012
Tentang Kode Perilaku Jaksa bahwa> “Jaksa wajib menghormati dan mematuhi
Kode Perilaku Jaksa”, karena apapun perbuatan yang dijalankan Jaksa harus
sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan yaitu tentang kode etik Jaksa.

Berdasarkan perbuatannya tersebut maka akan diberikan sanksi dari
pelanggaran terhadap kode etik tersebut, sebagaimana dalam pasal 12 Nomor 3
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012
Tentang Kode Perilaku Jaksa telah dijelaskan bahwa® “Jaksa yang terbukti
melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif’. Sanksi tindakan
admisitratif bagi jaksa menurut pasal 13 Nomor 1 Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dapat

berupa pembebasan dari tugas-tugas jaksa dengan durasi paling singkat tiga bulan

5 Lihat pasal 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang
Kode Perilaku Jaksa.

6 Lihat pasal 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang
Kode Perilaku Jaksa.
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dan paling lama satu tahun, atau pengalihtugasan ke satuan kerja lain, dengan
durasi paling singkat satu tahun dan paling lama dua tahun.” Kemudian menurut
Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 13 ayat 1 huruf d bahwa
Jaksa akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila telah melanggar sumpah
atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.8

Kode etik profeksi Jaksa telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 1
Nomor 3 bahwa® “Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari
Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik
dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat
profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar
kedinasan”. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima
oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada
anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral
profesi itu dimata masyarakat. Apalagi satu anggota kelompok profesi itu berbuat

menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata

7 Lihat pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/2012 tentang kode
Perilaku Jaksa.

8 Lihat Pasal 13 Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

° Lihat pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Repubik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang
Kode Perilaku Jaksa.
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masyarakat. oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya
berdasarkan kekuasaanya sendiri.!”

Selain itu kode etik profesi jaksa dikenal dengan sebutan Tri Krama Adhya
yaitu landasan jiwa dari setiap adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatri
dalam trapsila yang disebut tri krama adhyaksa yang meliputi tiga krama yaitu
satya, adhy, wicaksana. Satya mengandung arti setia terhadap profesinya dengan
perilaku baik dan jujur, adhy mengandung arti seorang jaksa dalam menjalankan
profesinya harus lebih bertanggung jawab baik pada diri sendiri maupun bangsa
dan negara, sedangkan wicaksana berarti seorang jaksa harus selalu bijaksana
dalam menjalankan profesinya. Dalam kode perilaku jaksa ini dijelaskan hak dan
kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Sebagaimana
halnya suatu peraturan dibuat, kode perilaku jaksa juga dibuat sebagai upaya
preventif dan represif terhadap perilaku jaksa yang menyimpang dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya maupun di luar tugasnya.!!

Menurut Suparman mantan Ketua Komisi Yudisial bahwa Jaksa dalam
menjalankan profesinya wajib mematuhi dan menghormati kode etik
sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang
kode perilaku jaksa tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan,

landasan, dan juga batasan bagaimana seharusnya seorang jaksa bertindak dalam

10 Muhammad Abdulkadir, Ada beberapa pengaruh dalam kode etik profesinya,Semarang, 2007, hal

28.

! Makalikis, Nolla Tesalonika.”Pemberhentian Jaksa Dari Tugas Dan Kewenangan Sebagai Pejabat
Fungsional”. Jurnal Lex et Societatis 1, Nomor. 1 (2013).
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lingkup kewenangannya. Pelanggaran terhadap etik jaksa bukan saja perbuatan
yang melanggar larangan tetapi juga kewajiban, baik dalam waktu
menjalankannya atau tidak. Hal ini berarti setiap waktu dan saat kode etik
melekat dengan jaksa. '?

Peran komisi kejaksaan dalam menyikapi pelanggaran kode etik jaksa disini
sangat penting karena Komisi Kejaksaan memiliki tugas salah satunya adalah
mengawasi dan menilai kinerja seorang jaksa dalam melakukan tugas dinasnya.
Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan kinerja Jaksa sesuai dengan
Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyangkut tugas-tugasnya
sebagai seorang Jaksa, sedangkan pada hal sikap dan perilaku hal tersebut
berkaitan dengan etika sebagai seorang Jaksa'’. Wewenang komisi kejaksaan
Menurut Pasal 4 huruf a Peratuan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang
Komisi Kejaksaan yaitu!* “menerima dan menindaklanjuti laporan atau
pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai
Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya”, dimana komisi
kejaksaan menerima aduan masyarakat mengenai perilaku jaksa yang tidak sesuai

dengan kode etik jaksa.

12 Suparman Marzuki, “Menggagas Peradilan Etik di Indonesia’, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi
Yudisial RI, 2015, hal. 102.

13 Thid

14 Lihat pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia.
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Pihak yang berwenang melakukan penyelesaian yang dimulai dari tahap
pemeriksaan sampai dengan putusan adalah majelis kode perilaku. Majelis kode
perilaku sendiri merupakan wadah yang dibentuk dalam lingkup kejaksaan yang
terdiri ketua yang merangkap anggota, yaitu pejabat yang berwenang membentuk
Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk, sekretaris merangkap anggota,
serta seorang anggota dari unsur PJI dengan jenjang kepangkatannya tidak lebih
rendah dari oknum Jaksa yang akan diperiksa. Pembentukan MKP sendiri
merupakan kewenangan dari komisi kejaksaan yang merupakan tindak lanjut dari
adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja dan perilaku
jaksa dan pegawai kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. '

Dengan adanya peran serta masyarakat yang melaporkan perilaku jaksa yang
tidak sesuai dengan kode etik jaksa maka dapat langsung di laporkan ke komisi
kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal lalu dilanjutkan kepada unit
internal kejaksaan untuk di proses. Peran Majelis Kode Perilaku dalam hal
pemeriksaan terhadap pelanggaran harus diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari,
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan perbuatan tersebut terbukti
melanggar ketentuan kode etik maka terhadap jaksa yang bersangkutan

dikenakan tindakan administratif, !¢

15 Makalikis, Nolla Tesalonika.” Pemberhentian....2013.
16 Suparman Marzuki, “Menggagas....2015.
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Mekanisme pemberhentian atau pemberian sanksi bagi jaksa telah diatur
melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang terdapat
didalam pasal 12 sampai dengan pasal 15, adapun bunyi pasal tersebut yaitu:!”
Pasal 12
Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

a. Permintaan sendiri;

b. Sakit jasamani atau rohani terus-menerus;
c. Telah mencapai usia 62 tahun;

d. Meninggal dunia;

e. Tidak cakap dalam menjalankan tugas;
Pasal 13

(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Terus menerus melainkan  kewajiban  dalam  menjalankan
tugas/pekerjaannya;

c. Melanggar larangan sebagaimana dimasud dalam pasal 11;

d. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
10; atau

e. Melakukan perbuatan tercela.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf’b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah
jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri
dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja
Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh
Jaksa Agung.

17 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
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Pasal 14

(1) Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan
sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

(2) Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari
jabatannya oleh Jaksa Agung.

(3) Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya
berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 tentang
kesempatan untuk membela diri.

Pasal 15

(1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan
terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan
diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung

(2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) UndangUndang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat
diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

Kemudian dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan bahwa'® “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian
dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian
sementara, serta hak-hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian
diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Mekanisme pemberhentian atau pemberian sanksi bagi jaksa juga telah diatur
pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012

Tentang Kode Perilaku Jaksa yang terdapat pasal 13:1°

18 Lihat pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
19 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku
Jaksa.
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Pasal 13

(1) Tindakan administratif terdiri dari:

a. Pembebasan dari tugas-tugas Jaksa, paling singkat tiga bulan dan paling

lama satu tahun,

b. Pengalihtugasan pada satuan kerja yang lain, paling singkat satu tahun dan

paling lama dua tahun.

(2) Apabila selama menjalani tindakan administratif diterbitkan Surat
Keterangan Kepegawaian (Clearance Kepegawaian) maka dicantumkan
tindakan administratif tersebut.

(3) Setelah selesai menjalani tindakan administratif, Jaksa yang bersangkutan
dapat dialihtugaskan kembali ketempat semula atau kesatuan kerja lain yang
setingkat dengan satuan kerja sebelum dialihtugaskan.

Dari kasus tersebut bisa dijadikan suatu pembelajaran bagi profesi hukum
lainnya bahwa sebagai penegak hukum dan sebagai profesi hukum memiliki kode
etik yang wajib dijaga, ditaati dan dijunjung tinggi oleh pihak siapapun yang
memiliki profesi hukum. Hal ini dikarenakan sebagai penegak hukum harus bisa
memberikan cerminan yang baik kepada masyarakat Indonesia, dan menjadikan
proyeksi bahwa penegak hukum di Indonesia mempunyai suatu kehormatan yang
tinggi.

Menurut pandangan penulis kode etik dan sumpah janji seorang jaksa harus
dipegang teguh, sehingga tidak ada toleransi terhadap siapapun yang
melanggarnya. Bahkan sanksi yang berlaku bagi pelanggar sumpah dan kode etik
profesi dibutuhkan sanksi yang keras, karena tidak seharusnya jaksa melakukan
pelanggaran-pelaggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain

serta bangsa dan Negara. Dalam menjalankan tugasnya jaksa harus tetap patuh

kepada Tuhan yang maha esa serta patuh terhadap segala peraturan-peraturan
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yang berlaku. Selain itu, sistem pengawasan dari aparat penegak hukum lainnya
harus lebih diperkuat dan diperketat lagi agar terjadinya kasus pelanggaran kode
etik profesi tidak terjadi lagi.

Adanya tindakan memberi jamuan makan siang dengan memperlakukan
tersangka kasus dugaan penghapusan Red Notice Djoko Tjandra secara istimewa
merupakan hal yang salah, karena tindakan tersebut juga bersifat diskriminatif
padahal hal itu tidak terjadi kepada tersangka yang lainnya. Hal ini jelas telah
bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, karena tidak
mencerminkan tentang bagaimana seharusnya seorang Jaksa dalam menerapkan
asas hukum equality before the law atau asas persamaan dihadapan hukum.

B. Analisis FighSiyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan
Jaksa Agung Republik Indonesia NO PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode

Perilaku Jaksa

Figh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan umat
dan negara serta semua bentuk hukumnya, peraturan ajaran dan kebijakan yang
dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran dan ruh syariat
untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam istilah mudahnya figh siyasah
disebut dengan ilmu tata negara yang berkonsep negara islam.?° Dalam Figh

Siyasah terdapat beberapa pembagian yang menjadi objek kajian figh siyasah.

20 3. Suyuti Pulunga, Figh Siyasah: Ajaran..., 26.
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Secara garis besar pembagian figh sivasah dibagi menjadi tiga yaitu Siyasah
dustuiyyah, Siyasah dauliyyah, Siyasah maliyyah.*'

Dari pembagian objek kajian figh siyasah tersebut. Analisis mengenai
pelanggaran kode etik jaksa masuk kedalam pembahasan siyasah dusturiyyah.
Dalam pembagian siyasah dusturiyyah terdapat aturan yang mengkaji tentang
peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif,
peradilan dalam kekuasaan yudikatif dan pelaksana pemerintah oleh lembaga
eksekutif.

Dalam pembahasan siyasah dusturiyyah, konsep kekuasan sebuah negara

menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Lembaga legislatif (sultah tasyriyyah ) lembaga negara yang fungsinya
untuk membuat Undang-Undang.

2. Lembaga eksekutif ( su/tah tanfidiyyah ) lembaga negara yang fungsinya
untuk menjalankan Undang-Undang.

3. Lembaga yudikatif (su/tah gadaiyyah ) lembaga negara yang menjalankan

kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dibagi menjadi tiga yaitu: wilayah al-gada, wilayah al-
hisbah, dan wilayah al-mazalim. Wilayah al-qada adalah memutus hukum antara

manusia dengan benar dan memutus hukum sesuai apa yang diturunkan oleh Allah

2L A. Djazuli, Figh Siyasah..., 31.



78

swt. Wilayah al-hisbah adalah mengawasi Undang-Undang dan adab kesusilaan
yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Wewenang wilayah al-hisbah
menekankan ajaran untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk
kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dari Allah swt. Wilayah al-
mazalim adalah sebagai lembaga peradilan yang menangani kezaliman penguasa
terhadap hak-hak rakyat. Seperti contoh pembuatan keputusan politik yang
merugikan dan melanggar kepentingan rakyat serta membuat keputusan politik

yang telah merugikan Hak Asasi Manusia.??

Dari penjelasan tentang wildyah al-mazalim. Bahwa wilayah al-mazalim
memiliki kewenangan untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman.
Baik oleh pejabat negara maupun ketidakselarasan khalifah terhadap hukum
syara’ atau yang menyangkut makna dalam teks Perundang-Undangan yang
sesuai dengan pemikiran penguasa. Maka dalam memberikan kekuasaan dalam
perkara tersebut berarti memberikan kputtusan terhadap perintah penguasa. Oleh
karena itu, perkara tersebut harus dikembalikan kepada wilayah al-mazalim.
Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam wilayah al-
mazadlim mempunyai wewenang untuk memberikan putusan dan putusannya

bersifaf final.?3

22 M. Igbal, Fikh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 159.
23 Imam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 34.
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Dalam Al-Qur’an Surah An-Nahl ayat 90 menjelaskan mengenai prinsip

keadilan:

Ladl 02 s oAl s 15y as Jisdly Hal Al &
O3 8% Sl a0y 2l Al

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.?*

Ayat dalam Al-Quran yang secara jelas dan tegas memerintahkan Jaksa
untuk mematuhi dan menjalankan kode etik dengan sebenar-benarnya. Ini
membuktikan bahwa keadilan merupakan salah satu isu penting yang
diperhatikan dalam islam. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus bisa
menyerap pesan-pesan keadilan yang tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran.
Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk berbuat adil dalam
memberikan hukum di antara manusia. Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam,
Syahr bin Hausyab berkata, “Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para
pemimpin atau penguasa, yaitu orang-orang yang memerintah di antara
manusia”. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT bersama

dengan pemerintah selama dia tidak berbuat menyeleweng, tetapi bila dia

24 Departemen Agama RI, A/-Hikmah: Alquran dan Terjemahnya, An-Nahl Ayat 90.
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menyeleweng maka Allah menyerahkannya kepada dirinya sendiri (tidak
bersama-sama dengan Allah).?
Hal ini apabila ditinjau dari kaidah figh yang digunakan dalam bidang
kajian figh yaitu:
daliaally byia die 13l e Jayi cafiad
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi
kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini menyatakan bahwa pada dasarnya mengutamakan
kemaslahatan sebagai bagian penting dari seluruh kebijakan antara seorang
pemimpin dan rakyatnya. Jaksa sebagai seorang pemimpin karena bertugas
atas nama negara atau penguasa, sehingga setiap tindakan yang menggunakan
nama profesinya maka secara langsung memposisikan diri sebagai seorang
jaksa. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan, peraturan, keputusan
atau tindakan yang dikeluarkan pemimpin harus berorientasi pada
kemaslahatan yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung

oleh rakyat, sehingga segala hal yang memberikan kemudharatan tidak boleh

dilakukan dan harus di tinggalkan oleh pemimpin atau pemerintah.2¢

Setiap perbuatan jaksa harus sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Menurut kaidah figih?:

25 Mustafa al-Maraghi, Tafsir a-Maraghi, (Mesir: Daar al-Fikr, 1946), Jilid 3, h. 242.
26 Abdul Mudjib. Kaidah-Kaidah..,61.
7 Duski Ibrahim, Al-qawa’id Al-Fighiyah (Palembang: CV AMANAH, 2002), 142.



81

adle aadall &) L) 5 4 CRRAANRY ¥
“Tidak diingkari perbuatan yang diperselisihkan (hukum-hukum
haramnya), dan sesungguhnya yang diingkari adalah yang telah
disepakati (hukum haramnya).”

Kaidah ini digunakan untuk mengukur apakah tindakan atau perbuatan
jaksa merupakan kualifikasi pelanggaran atau tidak. Berdasarkan kaidah
tersebut seseorang tidak dianggap melakukan perbuatan mungkar kalau
perbuatan itu masih diperselisihkan hukum haramnya, namun seseorang sudah
dikatakan melakukan perbuatan mungkar jika keharaman atas perbuatan itu
sudah disepakati dan diterima oleh khalayak umum.

Dalam literatur figh siyasah tidak dikenal adanya lembaga yang secara
definitif berwenang khusus dalam bidang penuntutan. Menurut pandangan
penulis fungsi kejaksaan yang wewenang utamanya sebagai penuntut umum
dan pelaksana putusan pengadilan serta wewenang lain yang diberikan
Undang-Undang yang di dalamnya termasuk wewenang yang berkaitan
dengan prinsip-prinsip umum dalam kejaksaan ini memiliki kemiripan dengan
beberapa prinsip umum wilayah al-mazalim. Dalam kasus pelanggaran kode
etik ini Wilayah al-mazalim memiliki kewenangan untuk menangani bentuk

kezaliman penguasa dalam masalah pelanggaran-pelanggaran ringan atau

pelanggaran kode etik.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam

penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas

permasalahan yang sudah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai

berikut:

1.

Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa,
bahwa Kode Etik penting bagi profesi hukum yang memiliki cita-cita dan
nilai-nilai yang sama, dan memiliki izin untuk terlibat dalam profesi
hukum. Perlu diumumkan dan disebarluaskan agar masyarakat publik
mengetahui dan mengerti, sekaligus mengawasi para profesional hukum
dan menindaklanjuti untuk melaporkan kepada komisi kejaksaan.
Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa dalam pasal 5 huruf a Menurut
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012
Tentang Kode Perilaku Jaksa adalah Menjunjung tinggi kehormatan dan
martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan
integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil. Jaksa yang telah melanggar

peraturan kode etik, maka akan diberikan sanksi berupa tindakan

82
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administratif sesuai dengan pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa
dapat berupa pembebasan dari tugas-tugas jaksa dengan durasi paling
singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun, atau pengalihtugasan ke
satuan kerja lain, dengan durasi paling singkat satu tahun dan paling lama
dua tahun.

2. Dalam tinjauan figh siyasah terhadap pelanggaran kode etik jaksa.
Kekuasaan kehakiman terbagi menjadi tiga yaitu: wilayah al-qada,
wilayah al-hisbah, dan wilayah al-mazalim. Kewenangan jaksa untuk
menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran kode etik ditinjau dari
figh siyasah termasuk dalam wewenang wilayah al-mazalim. Wildyah al-
mazalim merupakan pengadilan yang berwenang memutus perkara yang
dilakukan oleh pejabat negara atau penguasa negara dalam menjalankan

tugas telah merugikan dan melanggar aturan yang ada.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian penulis

tentang pelanggaran kode etik jaksa diantaranya:

1. Komisi Kejaksaan dalam melakukan tugasnya dalam mengawasi dan
menilai kinerja jaksa untuk lebih cermat dan lebih teliti lagi dalam

memberikan pengawasan etika perilaku jaksa.
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2. Dan dalam pemberian sanksi terhadap jaksa yang terbukti melakukan
pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku jaksa dengan sanksi

yang lebih berat lagi
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